KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

NOMOR : W17-A1/44/HK.05/1/2018

TENTANG

TARIF DAN JENIS-JENIS BIAYA PERKARA DAN PEMBUKUANNYA PADA

Menimbang

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

a. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada

Pengadilan Agama Samarinda Kelas I|-A, diperlukan adanya
biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak
berperkara;

. Bahwa biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang

berperkara adalah biaya kepaniteraan yang terdiri dari hak-hak
kepaniteraan dan biaya hak-hak kepaniteraan lainnya serta
biaya proses perkara;

. Bahwa biaya kepaniteraan telah ditetapkan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang
jenis dan taris atas jenis biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan
yang berada dibawahnya. Sedangkan biaya proses yang terdiri
dari biaya panggilan, pemberitahuan, biaya saksi dalam
peletakan/pengangkatan sita, pencatatan eksekusi di BPN
(Badan Pertanahan Nasional), meterai, dan biaya lain-lain atas
perintah Pengadilan;

. Bahwa berkaitan dengan biaya panggilan dan pemberitahuan,

maka karena wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda
Kelas I-A meliputi Kelurahan-Kelurahan yang berada dalam
wilayah hukum Kota Samarinda, sehingga tarif biaya
panggilan/pemberitahuan dibedakan kepada Radius |, Il dan IIl,
yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam lempiran surat
keputusan ini (Lampiran |);

e. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jurusita/Jurusita



Mengingat

Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara
(penyampaian panggilan dan pemberitahuan putusan oleh
Jurusita/Jurusita Pengganti, pelaksanaan sita dan eksekusi)
merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya
ongkos panggilan, pemberitahuan dan transportasi pelaksanaan
kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara
disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan jarak radius), dan
disesuaikan pula dengan biaya perjalanan untuk sampai ke
wilayah yang dituju;

Bahwa karena dalam praktek Peradilan Agama ternyata
diperlukan biaya-biaya yang tidak dirinci oleh Pasal 192 R.Bg.,
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Pasal 90 dan 91A, akan tetapi dalam praktek sangat
diperlukan seperti biaya fotokopi, biaya pengiriman berkas,
pengiriman permohonan bantuan, biaya
pengumuman/panggilan melalui media massa (RRI), transport
pada saat peletakan sita/eksekusi dan lain-lain, maka akan
disebutkan dalam bagian biaya lain-lain atas perintah
pengadilan;

. Bahwa tarif dari jenis-jenis biaya perkara Pengadilan Agama

Samarinda Kelas I-A perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A,;

. Bahwa untuk memperlancar proses peradilan, maka pihak yang

mengajukan perkara, sebelumnya harus membayar panjar
biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam
lampiran Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara (Lampiran I1).

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung RI;

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

4. Pasal 192, 193, dan 194 R.Bg;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan yang
berada di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;

8. Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung RI Nomor
KMA/013/SK/1988 tentang Pembinaan dan Pengelolaan
Administrasi Peradilan.

Memperhatikan : Hasil rapat antara Pimpinan dan Jurusita/Jurusita Pengganti
tanggal 22 September 2017

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA KELAS I-A TENTANG TARIF DAN JENIS-JENIS
BIAYA PERKARA DAN PEMBUKUANNYA PADA PENGADILAN
AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018;
Kedua : Biaya perkara pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A terdiri

dari biaya kepaniteraan dan biaya proses:;
1. Yang termasuk biaya kepaniteraan adalah biaya Hak-Hak
Kepaniteraan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya
a. Hak-Hak Kepaniteraan terdiri dari biaya :
1) Pendaftaran Perkara Tingkat Rp. 30.000,00
Pertama
2) Pendaftaran Perkara Tingkat Rp. 50.000,00
Banding



3) Pendaftaran Perkara Kasasi Rp. 50.000,00
4) Pendaftaran Perkara Peninjauan Rp. 200.000,00

Kembali
5) Redaksi Rp. 5.000,00
b. Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya terdiri dari biaya :
1) Pendaftaran Surat Kuasa Rp. 5.000,00

2) Pembuatan Surat Kuasa Rp. 5.000,00
insidentil per surat kuasa

3) Pencatatan Sita Rp. 25.000,00

4) Pencatatan Eksekusi Rp. 25.000,00

5) Lelang Rp. 5.000,00

6) Penyerahan Salinan Putusan / Rp. 300,00
Penetapan per lembar

7) Uang Leges per Putusan / Rp. 3.000,00
Penetapan

8) Akta/ Termasuk Akta Cerai Rp. 5.000,00

9) Memperlihatkan surat-surat Rp. 5.000,00

yang tersimpan di Kepaniteraan
2. Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya :

a. Panggilan, Pemberitahun, penyampaian surat/berkas
masing-masing :
- Radius |
- Radius Il
- Radius Il
(Besaran tiap-tiap radius lihat lampiran)

b. Ongkos Jurusita/Jurusita Pengganti Rp. 150.000,00
dalam peletakan sita/eksekusi

c. Saksi dalam peletakan Sita/ Eksekusi Rp. 150.000,00
per orang

d. Pencatatan sita, pengangkatan sita dan biaya di BPN
disesuaikan dengan biaya pencatatan di BPN

e. Meterai per lembar Rp. 6.000,00
f. Lain-lain atas perintah Pengadilan
1) Fotokopi berkas Rp. 300.000,00

banding/kasasi/PK minimal



2) Pengumuman di media massa Rp. 100.000,00

3) Ongkos  pengiriman  berkas Rp. 300.000,00
banding/kasasi/PK via pos

4) Rental/sewa mobil dalam sidang Rp. 500.000,00
di tempat/sita/eksekusi, dll

5) Biaya Banding yang dikirm ke Rp. 150.000,00

PTA
6) Biaya Kasasi yang dikiim ke Rp. 500.000,00
MARI
7) Biaya PK yang dikirim ke MARI Rp. 2.500.000,00
8) Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,00
Ketiga : 1. Setiap para Pihak yang akan berperkara pada Pengadilan

Agama Samarinda Kelas |-A berdasarkan ketentuan Pasal 145
ayat (4) R.Bg. junto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, harus membayar panjar biaya perkara terlebih
dahulu kepada Panitera/Kasir, melalui Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Timur dengan nomor rekening 1271100007
yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini, berdasarkan taksiran petugas Meja | dan
tercantum dalam kwitansi/SKUM (Surat Kuasa untuk
Membayar);

2. Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai dengan ketentuan
Pasal 273 R.Bg., dapat memohon izin untuk berperkara secara
Cuma-Cuma (prodeo), dengan melampirkan surat keterangan
tentang hal tersebut dari Lurah yang diketahui Camat setempat
atau surat-surat lain yang sejenis, dan apabila permohonannya
dikabulkan, maka biaya prosesnya dibebankan kepada Negara /
DIPA Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A;

Keempat : 1. Kasir sebagai pemegang KAS (Pembantu Panitera) menyimpan
/ memegang buku rekening, dan apabila uang telah habis maka
kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera
dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan



tersebut. Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan Kasir,
maka Panitera harus segera mencairkan uang dari rekening
untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kasir yang
berhubungan dengan proses perkara atas persetujuan Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Kelas I|-A;

. Sebelum menjalankan penyitaan atau eksekusi, Panitera
sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang
diperlukan dan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama
untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama
Samarinda Kelas I-A;

. Kasir sebagai pembantu Panitera dengan dibantu satu atau
beberapa orang staf, harus membukukan segala penerimaan
atau pengeluaran yang berhubungandengan proses perkara,
baik dalam Buku Jurnal, Buku Induk Keuangan Perkara, Buku
Kas Umum, maupun Buku-Buku Bantu Keuangan Perkara. Baik
yang menyangkut biaya di tingkat pertama, tingkat banding,
tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali;

. Untuk biaya kepaniteraan lainnya, oleh kasir tidak dibukukan di
dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, akan tetapi
tetap dibukukan dalam Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan
Lainnya secara tersendiri;

. Panitera dengan dibantu kasir setiap bulannya harus
melaporkan keadaan keuangan perkara selambat-lambatnya
tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Ketua Pengadilan
Agama Samarinda Kelas I-A,;

. Setidak-tidaknya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sekali, Ketua
Pengadilan memeriksa keadaan keuangan perkara, dan apabila
dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih
antara keadaan keuangan di dalam Buku Induk Keuangan
Perkara dengan keuangan cash dan saldo rekening, maka
selebihnya harus disetorkan ke kas Negara;



